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PENDAHULUAN
l.I Latar Beiakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

memjuk Pasal 63 ayat (3) dan aval (4); Calon PNS wajib menjalani masa Diklai ’I'criniegrasi 

yang diiaksanakan mclalui proses Pelatihan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Perubahan alas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III 

serta Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ill. maka 

diatur mengenai salah satu agenda dalam Pelatihan Dasar (yang seianjulnya disebut Lntsar) 

lersebui yaitu Agenda Habiluasi yang berUijuan unluk mempersiapkan Jati diri masing- 

masing peserta untuk menjadi PNS yang profcsional dan berkarakter. Dalam sistem 

pembelajaran Pelatihan Dasar Calon PNS. seiiap peserla pelatihan diUmUil unluk mampu 

mengaktualisasikan substansi maieri pembelajaran yang telah dipelajari mclalui proses 

pembiasaan diri yang difksilitasi dalam pembelajaran agenda Habiluasi. Pembelajaran 

Agenda Habiluasi memfasilitasi peseria melakukan kegialan pembelajaran aklualisasi mata- 

mala Pelatihan yang telah dipelajari. Pengalaman belajar pada agenda habiluasi dirancang 

agar peserta mendapatkan pemahaman leniang konsepsi habiluasi melalui kegialan 

pembelajaran aklualisasi di tempai kerja dan pcnjclasan tentang kegialan pembelajaran 

aklualisasi sehingga peserta akan mcmiliki kemainpuan mcnsinlesakan substansi mala 

Pelatihan ke dalam rancangan aklualisasi. pembimbingan pembelajaran aklualisasi, 

melaksanakan seminar rancangan aklualisasi. melaksanakan aklualisasi di lempal keija dan 

menyusun iaporan aklualisasi serta melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS 

tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas Jabatan. menyiapkan rencana prescnlasi Iaporan 

pelaksanaan aklualisasi, dan melaksanakan seminar aklualisasi.



1.2 Tujuan Aktuaiisasi

Aktualisasi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas agenda habiluasi dalam Pelatihan 

Dasar CPNS Golongan III Tahun 2018 dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk lulus dan diangkat menjadi PNS Kementerian Sekretarial Negara. Selain daripada itu 

tujuan dilaksanakannya aktualisasi adalah untuk mengintemalisasikan semua materi 
pembelajaran Latsar selama masa on class ke dalam pelaksanaan tugas harian baik sejak 

CPNS hingga menjadi PNS di Kementerian Sekretariat Negara.

1.3 Ruang Lingkup

Penulis merupakan CPNS yang menjabat sebagai Analis Hukum dan ditempatkan di 

unit kerja Bagian Hukum, khususnya pada Subbagian Perumusan Produk Hukum. Dengan 

demikian, aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS yang tergabung dalam ANEKA 

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) serta 

kedudukan dan peran PNS (Manajemen ASN, Whole of Government, dan Pelayanan Publik) 

ini dilakukan di Unit Kerja Subbagian Perumusan Produk Hukum, Bagian Hukum, Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Deputi Administrasi, Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Waktu pelaksanaan dimulai pada 

langgal 30 Mei 2018 hingga 30 September 2018.



II. PROFILORGANISASI
2.1 Visi dan Misi Setjen dan BK DPR R1

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, selanjutnya disebut Setjen dan BK 

DPR R!. adalah aparatur pemerintah yang daiam menjalankan tugas dan fungsinya berada di 

bavvah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris 

Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Setjen dan BK DPR RI sebagai unsur pendukung daiam pelaksanaan wewenang dan 

lugas DPR RI merumuskan visi: "Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPR RI yang profesionak andal, transparan, dan akuntabel daiam mendukung fungsi DPR 

RI”. Misi Setjen dan BK DPR RI untuk mencapai visi tersebul dijabarkan menjadi:

1. Menlngkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan. 
dan akuntabel;

2. Memperkuai peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

2.2 Nilai-Nilai Organisasi Setjen dan BK DPR RI

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan di lingkungan Setjen dan BK DPR Ri 
adalah RAPI yang merupakan singkatan dari: Religius. Akuntabel, Profesional, dan Imegritas 

sebagaiinana dialur daiam Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2012.

Sikap religius divvujudkan daiam tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Sikap akuntabel diwujudkan daiam tindakan:

1. Bertanggung jawab daiam mclaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bekerja sesuai dengan standar kerja yang diteiapkan:
3. Membcrikan teladan bagi lingkungan kerja; dan

4. Mcmclihara dan menjaga sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan 

pcruntukannya.

Sikap profesional divvujudkan dengan tindakan:
1. Mengembangkan etos kerja;
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2. Bekcija dcngan inisiaiif. inovatif. dan responsif;

3. Berupaya meningkaikan kualitas kcrja: dan

4. Memiliki dan berusaha meningkaikan kompeiensi.

Sikap Imegrilas diwujudkan dalam lindakan:

1. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fiingsi sebagai PNS;

2. Menjunjung tinggi harkat. martabaL dan kehormatan Setjen dan BK DPR RI;

3. Menaaii semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Tidak mencrima pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Tidak merugikan orang lain dan negara:

6. Menjaga informasi yang bersifai rahasia;

7. Meghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

Aktualisasi akan dilaksanakan dalam unit kerja Bagian Hukum. Bagian Hukum 

merupakan bagian dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat yang berada di bawah 

Deputi bidang Adminisirasi. Bagian Hukum dalam struktur organisasi Setjen DPR RI 

digambarkan dengan bagan berikut.
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Gambar 1. Bagan struktur organisasi tempat aktualisasi dilakukan



F^agian liukum mcmpunyai tugas melaksanakan pembcrian pertimbangan dan 

advokasi hukum dukungan perumusan produk hukum. dan pelaksanaan serta pengelolaan 

dokumentasi dan infonnasi hukum.

Dalarn melaksanakan tugasnya. Bagian Hukum mcnyelenggarakan fungsi:

a. Penyiisunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hukum:

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang hukum;
c. Pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;

d. Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
e. Dukungan perumusan produk hukum;

f. Pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan informasi hukum;
g. Pelaksanaan lata usaha Bagian Hukum;

h. Pelak-sanaan kegiatan Iain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat: dan

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat.

Dalarn peta jalan reformasi birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015-2019, 
Bagian Hukum mengawal area perubahan Penguatan Perauiran Periindang-Undangan. 
1 erdapat 4 (empat) rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019 yaitu:

a. Program Pcinbuatan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di 
lingkungan Setjen dan BK DPR RI;

c. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK DPR 

Ri; dan

d. Penaiaan Adminisirasi/Dokiimeniasi/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.



PELAKSANAAN AKTUALISASI
3.1 Pemilihan Isu Aktuaiisasi

Scbagai sisiem pendukung DPR Rl scbagaimana diainanatkan di dalam 

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 leniang Majeiis Permusyavvaratan Rakyai. Dewan 

Perwakilan Rakyai. Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 

Seijcn dan BK DPR Rl melalui Reformasi Birokrasi berbenah diri dalam memberikan peran 

serianya mendiikung lerwujudnya parlemen modem yang merupakan lujuan DPR Rl dalam 

Rencana Strategis DPR Rl Tahun 2015-2019. DPR yang modem sebagaimana terdapat dalam 

Rencana Strategis DPR Rl 2015-2019 merupakan parlemen yang transparan, rep resen tat if, 

dan mampu memanfaatkan teknologi informasi digital.

Bagian Hukum sebagai bagian dari Setjen dan BK DPR Rl mcmiliki salah saiu fungsi 
memberikan dukungan perumusan produk hukum. Produk hukum di lingkungan Setjen dan 

BK DPR Ri terdiri dari:

a. Peraturan Sekretaris Jeiuleral DPR Rl;

b. Kepuiusan Sekreiaris Jenderal DPR Ri:

c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Penggiina Barang:

d. Instruksi:

e. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding): 

f Perjanjian Kerja Sama; dan

g. Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

Pembcntiikan Peraturan Sekretaris jenderal DPR Rl saai ini lidak memanfaatkan 

teknologi informasi. Untuk mendukung terwujudnya parlemen modern, pelaksanaan 

pembentukan Peraturan Sekreiaris Jenderal DPR Rl yang selama ini berjalan perlu didorong 

ke arah penggunaan teknologi informasi. Manfaal penggunaan teknologi informasi dalam 

pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl adalah:



1. Meningkaikan etlsicnsi;

2. Memperkuat sistem kendali dalam pemebenlukan Peraturan Sekretaris Jendera! DPR 

Ri; dan

3. Mendorong pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR R! iiniuk memanfaatkan 

Tcknologi Informasi sehingga salah salu indikaior parlemen modern yaitu 

pemanfaaian Teknologi Informasi lebih cepai tcrwujiid.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 I'ahun 2017 tentang Pedoman 

Pembcniukan Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RL proses pembemukan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI lerdiri alas 4 (empai) lahapan. yaiui:

1. Percncanaan

2. Penyusunan

3. Pembahasan

4. Penetapan

f.-’.-r.--
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Gambar 2. Tahapan Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Aktuaiisasi dilaksanakan pada tahap Perencamian daiam pembentukan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Program Priorilas lahun 2019. Tahap Percncanaan 

merujuk Pasal 20 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI icmang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum di L.ingkungan Setjen dan BK DPR RI adalah percncanaan Program Prioritas 

Lima Tahunan dan Priorilas Tahunan. Tahap percncanaan dikoordinasikan oleh Biro Hukum 

dan Pengaduan Masyarakat. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat menerima usulan- 

usulan dari Pimpinan Unit Pengusul (Pimpinan Tinggi Madya dan/aiau Pimpinan Tinggi 

Pratama). Selanjulnya, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat melaiui Bagian Hukum 

memberikan periimbangan hukum kepada Unit Pengusul dari usulan-usiilan yang diajukan. 

Kemudian, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat bersama Pimpinan Unit Pengusul 

melakukan pembahasan bersama tentang usulan-usulan Peraturan yang diajukan. Setelah



melewati pembahasan, basil dari lahapan Percncanaan adalah Program Pcraluran Sckrciaris 

Jenderal Prioritas Tahun 2019.

InventarisasI Usulan 
dari Unit Pengusut

Penetapan Program 
Prioritas Tahunan ^

Gambar 3. Tahapan Pembentukan Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl

Masalah yang dihadapi pada kondisi eksisting adalah Bagian llukum kesuliian dalam 

memberikan perlimbangan dan mendukung pembahasan adalah:

1. Unit pengusul memberikan usulan melewati jangka waktu yang diminta;
2. Ada unit-unit pengusul yang mengusulkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

dengan muatan yang sama dengan usulan yang sudah diajukan oleh unit lain; dan
3. Unit pengusul hanya memberikan judul usulan lanpa disenai kerangka acuan.

Gagasan yang ditawarkan menghadapi kondisi eksisting adalah pembuatan sistem 

inibrmasi Pengusulan Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl. Dengan adanya sistem 

int'ormasi berbentuk digital. Unit-Unit Kerja di Lingkungan Setjen dan BK DPR Rl dapai 
melihal judul-judul usulan yang sudah diajukan. Unit-Unit Kerja sebagai Pengusul juga 

dimudahkan dengan adanya panduan dalam membuai kerangka acuan dalam sistem 

inform asi.

3.2 Hasil Aktualisasi

Akiualisasi menghasilkan menu aplikasi pada portal.dpr.go.id . Menu ini digunakan 

sebagai sarana bagi Unit-Unit Kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR Rl untuk mengajukan 

usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl. Menu yang dimaksud dapai diakses pada 

portal.dpr.go.id.

Dengan adanya menu pengusulan pada portal.dpr.go.id unit pengusul Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI mendapatkan panduan mengenai dokumen apa saja yang 

dibutuhkan dalam mengajukan usulan. Dalam tampilan pada portal terdapat daftar berkas
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yang harus disampaikan melalui menu unggah. Dengan adanya lampiian iciscbut lidak pciiu 

ada Usulan yang dikembalikan karena ada berkas yang kurang.
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Gambar 4. Daftar Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal pada menu aplikasi
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3.3 Tahapan Kcgiatan Aktualisasi

Akiualisasi dilaksanakan menyesuaikan dengan Jadvval lahapan Perencanaan 

Pembentukan Program Peraturan Sekreiaris Jenderal DPR R1 Prioritas Tahun 2019.

Inveotansasi Usulan 
dari Unit Pengusul

fv {September- : 
Oktober 2018)*

Pemberian
Pertimbangan

(Oktober 2018)
r ^

Gambar 6. Timeline Program Peraturan Sekretaris Jenderai DPR R{ Prioritas Tahun 2019

Berdasarkan timeline Perencanaan Pembentukan Program Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR Rl Prioritas Tahun 2019, aktualisasi dilaksanakan uniiik menyiapkan sislem 

informasi dalam invenlarisasi usulan dari Unit Pengu'^ui. Peiaksanaan kegiatan pembiiatan 

sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai berikui.

No
Kegiatan dan

Tahapan

Kegiatan

Tabapan Kegiatan Output

1

WAKTU

PELAKSANAAN

Perencanaan Membuat Telaahan tentang

Urgensi Sistem Informasi

Penyusunan Peraturan Sekjen

DPR Rl

Telaahan Staf 30 Mei - 7 Juni

Presentasi kepada Kepala Biro

Hukum dan Pengaduan

Masyarakat

Notulensi 8 Juni

FGD dengan Kepala Bagian

Hukum dan staf Bagian Hukum

Notulensi 25 Juni
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Perancangan

Sistem

Pengembangan
Sistem

Sosialisasi

Inventarisasi mengenai 

dokumen-dokumen apa saja 

yang akan dikelola dengan 

Sistem Informasi

Pembuatan desain tampilan 

sistem Informasi

Data Inventarisasi 

dokumen yang 

akan dikelola 

dengan Sistem 

Informasi

Desain tampilan 

sistem Informasi

Menyiapkan bahan rapai 

konsullasi dengan Bidang 

Data dan Teknologi 

Informasi

Menghadiri rapat konsultasi 

dengan Bidang Data dan 

Teknologi Informasi

Koordinasi dengan Bidang 

Data dan Teknologi 

Informasi

Implementasi

Berkoordinasi dengan unit- 

unit kerja untuk menyiapkan 

dokumen kelengkapan 

rancangan Peraturan 

Sekretarls Jenderal DPR Rl 

yang akan diunggah.

1. Sural 

Undangan

2. Dokumen 

pointer rapat

1. Notulensi 

rapat

2. Daftar hadir

Screenshot 

tampilan Sistem

26 Juni-29 

Juni

2-6 JuU

6 Juli - 9 Juli

10 Juli

11 Juli - 30 

Agustus

Nota dinas

Menyiapkan bahan rapat 

sosialisasi penyusunan 

Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR Rl.

Mengunggah Pengumuman 

melalui Portal

Skeneirio rapat

1. Konsep 

Pengumuman

2. Screenshot 

Tampilan 

Sistem

30 Agustus - 17 

September

12-15

September

17 September
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Berkoordinasi dengan unit-

unit kerja mengunggah usulan

Peraturan Sekjen OPR Rl ke

daiam Sistem informasi

Database Sistem ] 7 September -

30 September

6 Evaluasi Meminta masukan dari unit- Inventaris 25 September -

- unit kerja yang sudah masukan 30 September

mengunggah dokumen

Koordinasi dengan Bidang Nota dinas

Data dan Teknologi Informasi

untuk melakukan perbaikan

Sistem jika dibutuhkan

3.4 Penerapan nilai ANEKA daiam Tahapan Kegiatan

1. Perencanaan

Tahap pertama yang Penulis lakukan adalah membuat telaahan siaf yang akan 

menjadi bahan untuk penyampaian gagasan kcpada mentor yang juga merupakan 

aiasan Penulis dan Kepala Biro schagai pcngambil kepuliisan. Setelah membuat 
telaahan staf, hasilnya disampaikan kepada Kepala Biro agar mendapat pcrsetujuan 

agar rancangan aktualisasi yang sudah disusun dapat dilaksanakan. Kemiidian. 
Penulis bersama rekan-rekan pada Bagian Hukum membuat FGD untuk internal 
Bagian Hukum mengumpiilkan masukan-inasukan untuk sistem yang akan dibuat.

Daiam kegiatan perencanaan. Penulis menerapkan nilai akuntabilitas dengan cara 

melaporkan setiap kegiatan kepada aiasan Penulis. kemudian basil dari kegiatan 

penulis dapat dilihat baik oleh aiasan Penulis maupun oleh rekan kerja iainnya di unit 
kerja Penulis. Nasionalisme Penulis dibuklikan dengan menelaah aturan-aturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan aktualisasi Penulis. Elika Publik 

diterapkan Penulis dengan menjaga etika ketika berkomunikasi dengan rekan kerja 

dan atasan Penulis daiam tahapan kegiatan ini. Penulis menjaga komitmen mutu 

dengan berusaha memberikan muaian telaahan staf yang kontekstual dan inovatif bagi 
organisasi.
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Gambar 7. Presentasi kepada Kepala Biro Hukum dau Pengaduan Masyarakat, Kepala 

Bagian Hukum, Kepala Subbagian Perumusan Produk Hukum dan Analis Kebijakan

> Tw -- • -

Gambar 8. FGD dengan Bagian Hukum
2. Perancangan Sistem

Kegiatan perancangan sistem diavvali dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang 

akan dikelola dengan sistem informasi. Hal yang diiakukan Penulis adalah 

mengumpulkan KepuUisan Sekretaris Jenderal DPR RI tahun-tahun sebeium 2018 

tentang Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R! Prioritas Tahunan. Data yang 

Penulis dapatkan adalah Keputusan untuk Prioritas Tahun 2016 dan Prioritas Tahun



2017. Hal lain yang Pcnulis lakukan adaiah merancang sistem menyesuaikan dengan 

Peraturan Sekreiaris Jenderal DPR R1 Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan Prodiik Hukum di Lingkungan Sekrelariai Jenderal dan Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyai Republik Indonesia.

Akuntabiliias Pcnulis diwujudkan dengan melaporkan secara periodik kemajuan 

desain sistem yang sedang dibuai kepada atasan Penulis. Nasionalisme Penulis 

ditunjukkan dengan berusaha membuai rancangan sistem yang tidak keluar dari 

perundang-undangan yang beriaku. Komitmen mutu Penulis lerapkan dengan 

membuai rancangan yang inovatif berbasis leknoiogi informasi. Anti Korupsi Penulis 

wujudkan dengan tidak menghilangkan subslansi dari aturan Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI walaupun berganti dari format 

manual ke digital. Konsep Whole of Government Penulis wujudkan dengan mulai 
berkoordinasi dengan unit kerja lain yaitu Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Gambar 9. Melaporkan desain sistem yang dibuat kepada mentor sekaligus atasan.
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Cambar 10. Membuat inventarisasi dokumen yang akan masuk dalam sistem bersama
mentor.

3. PengcmbangLin Sisiem

Bahvva pembuatan sistem Informasi bukan merupakan kompetensi Bagian Hukum, 
maka dalam pembuatan sisiem informasi dalam aktualisasi ini Penulis berkoordinasi 
dengan unit kerja lain yaitu Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Akunlabilitas Penulis terapkan dengan membuat notulensi dalam rapat koordinasi. 
Nasionalisme Penulis tunjukkan dengan menggunakan server dan sarana teknologi 
informasi lainnya yang dimiliki Indonesia. Etika publik Penulis tunjukkan dengan 

menjaga etika baik dalam komunikasi langsung maupun melaiui alat komunikasi 
seperli pon.sel. Komiimen mutu Penulis terapkan dengan meniberikan ma.sukan- 
masukan dalam rapat-rapat pengembangan sistem. Anti korupsi Penulis terapkan 

dengan tidak diskriminaiif dengan semua pihak yang tcrkaii dalam pengembangan 

sistem. Whole of Government tercermin dalam pengembangan sistem yang tidak 

hanya dilakukan oleh unit kerja Penulis sendiri, namun bekerja sama dengan unit lain.
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Gambar 11. Rapat Koordinasi dcngan Bidang Data dan Teknologi Informasi

Q

Gambar 12. Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi

16



4. Sosialisasi

Sehubungan dengan penggunaan sisiem informasi yang dibuat diperlukan sosialisasi 

kepada unit-unit kerja sebagai pengguna. Posisi Penulis sebagai staf pada unit kerja 

tidak memiliki kewenangan uniuk melaksanakan sosialisasi kepada Pimpinan unit- 

unit kerja yang merupakan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Tinggi 

Pratama, maka yang Penulis lakukan adalah menyiapkan bahan sosialisasi berupa 

skenario rapai sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat.

Akuntabel Penulis terapkan dengan membuat salinan tanda terima nota dinas lentang 

sosialisasi bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Nasionalisme 

Penulis tunjukkan dengan menyarankan waktu rapat sosialisasi tidak mengganggu 

waktu ibadah. Etika Publik Penulis tunjukkan dengan menjaga etika dalam rapat 
sosialisasi. Komitmen mutu Penulis tunjukkan dengan membuat skenario rapat vang 

mudah dipahami oleh pimpinan rapat. Whole of Government diterapkan dengan 

mengundang unit-unit pengusul Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dalam rapat 
sosialisasi.

-i. ’ — l.vi'li

‘ irriTtB _. ^

Gambar 13. Rapat Sosialiasi Pengusulan Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
RI.

5. Implementasi

Implemcntasi dilaksanakan dengan mengunggah pengumuman lewat portal.dpr.go.id. 
Unit-unit pengusul Peraturan Sekretaris .lenderal DPR RI dapat miilai mengunggah 

kelengkapan berkas pada menu yang lelah disediakan. Dalam pengumuman juga 

dilampirkan panduan bagi unit-unit pengusul. Hasil dari tahapan kegiatan ini adalah
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daftar usulan Peraiuran Sekrctaris Jcnderal DPR RI. Sampai dengan tanggal 28 

September 2018, terdapai 4 (empat) usulan yang sudah diierima. Usulan dimaksud 

adalah sebagai berikut.

1. Pedoman Pemberhentian dan Pengangkaian Kcmbali dalam Jabaian Fungsional 

Analis Anggaran Pendapaian dan Belanja Negara:

2. Pengangkatan dari Jabaian Lain iiniuk Menjadi Analis Anggaran Pendapaian dan 

Belanja Negara;

3. Rincian Tugas Pokok, Uasil Kcrja dan Standar Kualiias Jabaian Fungsional Analis 

Anggaran Pendapaian dan Belanja Negara: dan

4. Sisiem Penilaian Kinerja Unii Kerja Uniuk Akselerasi Capaian Target Organisasi 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Akuntabe! dapat dililial dari basil implemeniasi sistem dimana unit-unit kerja di 

lingkungan Seljen dan BK DPR R! dapat melihai usulan yang masuk. Etika publik 

ditunjukkan dengan mengumumkan implemeniasi sisiem dengan cara yang mudah 

diketahui semua pegawai. Whole of Govemmenl ditunjukkan dengan meleiakkan 

menu pengusulan pada portal yang teriniegrasi dengan unit kerja lain, seperti 

keuangan, kepegawaian. diklat. dan pela>anan kesehalan.
r<-K-

e
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u 4 ? 0 a

Gambar 14. Pengumunian pada portal.dpr.go.id
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6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan meminta masukan dari Unit Pengusul Peraiuran Sekretaris 

Jenderal DPR Rl. Selain iiu. Penulis berkoordinasi dengan Bidang Data dan 

Teknologi Informasi uniuk melakiikan perbaikan-perbaikan pada menu yang terdapai 

pada portal.dpr.go.id

Akuntabel diierapkan Penulis dengan melaporkan kepada atasan Penulis mengenai 

masukan dari unit pengusul uniuk perbaikan sisiem. Nasionalisme Penulis lerapkan 

dengan cara bermusyawarah dengan rekan-rekan kerja di unit kerja tentang lindak 

lanjul dari sisiem yang dibuai. Eiika publik diterapkan dengan menjaga etika dalam 

berkoordinasi. Komitmen mutu Penulis tunjukkan dengan mengusulkan bahvva sisiem 

informasi ini lidak berhenli pada lahap invenlarisasi usulan namun berlanjul pada 

lahap pemberian periimbangan dan pembahasan usulan.

Gambar 15. Berfoto hersama dengan salah satu Pimpinan Unit Pengnsui
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IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Bahvva adanya sistem informasi Pengusulan Peraiuran Sekretaris Jenderal DPR RI 

sangat bermanfaal dalam membantu kinerja pegawai di Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat. mengingal selama ini kendala seringkali muncul dalam pelaksanaan pemberian 

perlimbangan dan pembahasan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl. Adanya usulan 

yang diajukan lanpa dilengkapi kerangka acuan membual pemberian perlimbangan lersendat. 
Adanya usulan yang diajukan melewaii batas waktu yang dijadwalkan Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat juga menghambat penetapan Program Prioritas Tahunan.

Setelah adanya sistem informasi Pengusulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl, 

unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mengelahui usulan Peraiuran Sekretaris 

Jenderal DPR RI apa saja yang sudah diusulkan sehingga menghindari satu unit kerja 

mengusulkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan muatan yang sama dengan yang 

sebeiulnya sudah diusulkan oieh unit kerja lain. Unit-unit Pengusu) juga terpacu melengkapi 
kerangka acuan yang dibiiiuhkan karena dapat dilihat oleh unit kerja lain.

Dengan demikian. gagasan pembuatan sistem informasi Pengusulan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI dapat memberikan kemudahan serta mcmberikan dorongan 

Setjen dan Bk DPR Rl dalam akselcrasi Dewan Perw'akilan Rakyat Republik Indonesia 

menuju parlemen modern.

4.2 Saran

Pcnulis berharap sistem informasi yang sudah dibuat dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan masukan-masukan dari unit-unit Pengusul sebagai pengguna. Penggunaan sistem 

infoi-masi ini juga perlu dilengkapi dengan bimbingan teknis mengingal selama ini proses 

pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tidak pernah dilakukan dengan bantuan 

teknologi informasi. Sistem informasi ini juga dapat dikembangkan tidak hanya berhenti pada 

lahap Pengusulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl, namun juga dalam pemberian 

perlimbangan hukum alas usulan yang sudah diterima Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat. Saat ini pemberian perlimbangan dilakukan dengan surat menyurat.
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Lembar Bimbingan Mentor
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sudah njongunggah • W<* ■•'Vewiarrs leiN^kapdokumen

«/9
/

2. X'^ordinasldengan 
Gtdang Data dan 
Teknologi Informasi 
(intuk meiakukan 
perbaikan Sistem jika 
dihutuhkan

<#|) koiypu^r ar/e>

{

■'! 1 *•
I . I K-1' . s'?"'' V..v' »'i''

'5 ■Tif'jfVv;} V.v,'.

%■ ’'1 '

a r, vi. ii(- : • ,V| ,■W&ft' 2‘ ' J Kegiatin‘tihap;6ha(amart-1;

40



Out; ;; kc.
1«; t,:

'-.-r'lr

^ lr'-'er.r£!ris r-cSu^.a-,

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan

MenerapKan nl)ai*nilni dasar 
ASN;

1. Akuntabilitas
2. Nasionalisme
3. Etika Publik 
A Komrtmen Mutu 
5. Anti Konjpsi
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Penguatan Niiai Organisasi
Memperkua! niiat budaya organisasi di iingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahhan OPR R{ 

yaitu:
1, Religius
2. Akuntabel
3. Profesional
4, integritas

i*-< J U-. t f'*'' t M ■ fl 4

I
I /9i '

k
fs
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■f
' f
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’ / ^ f’ 
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Ksgiatan Tai .ap S hafxA«\3'
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Jj;v| :rit¥p:ia:jKan uf.uian rancangan Peraturar. SeK;er uP^-. r’; -
-U3f Program PambentuKan Peraturan SeKjen DPR Rl 5 (lima, tanu.an :anpa
diserta. kajiar. mengenai urgens* usu'an tersebui.

Unit pengusul hanya memberikan memberikan judui rancangan Pera'-urar.
Sekjen DPR R1 tanpa diseriai kerangka acuan.Unit pengusut mengirimkan usulan melewati balas waktu yang diminta olehBiro yang mempunyai togas di bidang hukum dan pengaduan masyarakal

HI. Fakta yang Mempengaruhi
Sahwa herdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Peraluran Sekjen DPR R1 Ncnnor 20 tahoa 2017 tentang PemSenlukan Pioauk Hukum Se«en dan 6K OPR R! B-.m 

yang mempunyai tugas di bidang Hukum dart pengaduan masyarakal menenma usulan Pembentukan Peraturan Sekjen DPR RI dari Pimpinan Umt Pengusu!.
Bahwa berdasarkan Pasai 22 Peraturan Sekjen OPR RI Numor 20 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Setjen dan BKDPR Rt. Unit Pengusu) dapat 'mengajukan raneangan Peraturan SeK.cn 0"R R. d. bar Pragran- Pembentukan Peraturan Sekpn DPR W 5 lfma> tahOOso dan p«n.aS tatiunan dengan disertal urgensi atas suatu lancangaft Pdiatoan Seksen OPR W

. Bamva berdasarkan Paaal 28 Ayat (2) PewturarrSekien DPR Rt Namor 20
tehurx 2G1 rtantang pembentukan Produk Hukum Sett®dan Bft OPR Rl 
pertyusunarr -pordt# Sekjen DPR RI unit Pengusu! mengajuten rnncang. 
Peraturan Sekjen drsenai kerangka acuan yang palfea sedtljlimemua.

* . - ■ k I ti •... t' ..-J. A*, .--v. J Ai'e 'ti k'jr: ‘:'yTK'‘ l > ^ v \ *. - -'r. t .>* */. 'A'. • * - -a UrtafbftiaKarw} 
b, {‘ftaksud dan ibjpan

“’r i!/i
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Ncvernlvt I'OIT i)erdasart.an langgai pads tanda totmia 
Bahwa batas waktu penyampaian usulan Rancanvjan Pcit..'kji*n DPI'' Ki yang 
diminla Bifo Hukutn dan Pengaduan Masyarakat adalah 2r Noveinljyi 2017 
namun beberapa Unii Pengusut mongaiukan usulan Kot>cangan Pctatutan 
Sekjen DPR RJ lewai dan balas waKlu yag dmiinta sohinggo nienghombal 
penentuan priohtas tahun 2018.

3 Bahwa usuian-usuian Peraturan Sekjen DPR Rl yaiuj disampaikan liiiak 
meiampifkan kerangka acuan sesuai Pasal 20 ayat (2) yang polmg stxiikit 
m^rriuat

a. Latar beiakang.

b. Maksud dan tujuan pengaturan;

c. Dasarhukum;

d. Maieh yang akandiatur; dan

e. Keterkaitan dengan peraluran perundang-undangan lain

IV. Anallsis
Berdasarkan fakta-fakla yang mempengaruhi, dalam knndlsi eksisting 

terdapat hambatan daiam Penyusunan Program Pembentukan Peraluran Sekjen 
DPR Rl Pfioritas Tahunan. Oampak dari kcndisi lersebul adalati Penyusunan 
Program Pembentukan Peraturan Sekjen DPR Rl Priorilas Tahunan borjalan 
lambat. Pembuaian Surat Keputusan yang berisi penelapan Priontas Tdfiunan 
Usulan Peraturan Sekjen DPR Rl juga tidak dapat segera dtbuat karena menunggu 
usulan dan Un»l Pengusul yang terlambal dan balas waktu ya'-g diminla
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1 ........... •• • f' -I --.tj' ;fC.r,0;-

f-‘c. L'lf-K

m-,p!erv,Sntas -fuerdua j-; 
Se^.o-, C’-“ ..

'■ : • I..'j-. t>'r-r-M NcH-ic.!
•- ' •••- ■••••• •" :-.r. : BK D'-'H R(-r.iaK

-•-.wti yana catam nnplcrneniasi

."•t;-- 25 2vf‘d ^nana seharusnya usular.

^ r-h'3'v.p •■‘.ar acuan namun oalarri

";a:':s .Tir’-l3iv'Dai«.an saja Usuian Peraiufan

LI;• c-5c,*.cii KerjnGKa acuan beidanpak 
s'ji.tnya ’x<}\ cc.--.a- Pc:;.ncai*jr:i'- ia 2-' p.-!cr tas

Pen'i^rcaPan /ang r-->ct’g.*- oaca' ara^u-.an ur'i^k mengantisipasi dampak 
yang iimtui adaian ••^.cr'ggc-akan ss:«fv :nfor-ras: aaiatv. penyusunan Program 
PembentuKan Peraturar Sekjer DPR Ri o-ior-tas Tahunan Menurut Jessup 
(2008). Sistem Infcrmas' adaiah komb»nas( Porcftvare. sofavare dan jaringan 
tetekomun(kasi yang dibangun agar dapai digunakan untuk mengumpulkan 
(col\Qci). membuat (creafeJ dan rr.endisirtbusikan {distribute} data yang berguna 
didaiam suatu organisasi. Dalant permasatehan penyusunan Program 
Pembentukan Peraturan Sekjen DPR R! Pnontas Tahunan. Sistem Informasi yang 
dimaksud adaiah pengumpuian usulao Peraturan Sekjen DPR Rl melalui 
portai apr go fd diserrai kerangka acuan paling sed'kit memuat lalar belakang. 
dasar hukum. dan maten yang diatur

Manfaat penggunaan Sistem Informasi dalam penyusunan Program 
Pembentukan Peraturan Sekjen DPR Ri Priorttas Tahunan adaiah sebagai berikut.

a. Usuian yang disampalkan Unit Pengusu! Isbih iengkap dengan kerangka 
acuan;

b. Usuian yang Iengkap disertai kerangka acuan memi.-dahkan dalam ma.mberika 
pertimbangan untuk menentukan prionias. dan

c. Usuian dapat dlterima tepatwaktu

Hambatan yang mungkin ada dalam penggunaan Sistem Informasi adaiah 
pemanfaatan Sistem Informasi memberikan konssKuensi adanya pegav.-ai yang ■

^ *v

ahli dalam penggunaan Tekniogi Informasi. Konsekuensi Ini ttdak dapat ditangam 
pegawal pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat karena tidak ada yang 
memiliki kompetensi tersebuL Hambatan ini dapat diatasi dengan beKeqa sama 
dengan Unit Kerja yang memiliki pegawai dengan core competence Teknotogi ^

■ v’v'; ') f </ ' '
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:"jr S0> DPR ?.l 
..........:;-'S ’J-j'' ?:j' S'Srt-m

VI. Sarar-

Huk-j-r. -'3" P3"i33QU5T' :V.3sy2'3><2' dap3* berXocrcJinasi dengan 
Bicar,c Data os'i Teknoioa: infcriTrasi ubtuk mane'spkan SiSte^ informasi daiam 
0£r;y^5..ri5^ Prccrar*. ParriceritLi^or. Pera'ufar Sak-ec DPR Rl Priorilas Tahunan. 
Biro H'jk’j.-n can Fengaciuar. Mssyarakat juga peric mensossalisasikan kepada 
un::-on:;. canccsu' agar meTyiapkan kelsngkapan berupa kerangka acuan dan 
'js'Jar. Peraturan Sekien DPR R1 yang akan disampaikan.

Analis Hukurn.

£dv Susiio. S.H. ' :

Nip ;15SO(W16201S011^i
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LAPORAN SINGKAT 
FOCUS GROUP DiSCUSSfON

TEN iANG PtWBUATAN SlSTtiM INfORMASi PEHYUSUNAN PERATURAN SEKRETARIS 
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA

lempat

Acara

......... ?5ijn:201&

C-c>.CO W;P - Sc-lPbi'

■ Ruang Rapat Bagian Hukuin
. FGD ternang Pembuatan Sistem Informasi Penyusunan Peraluran 
SekreiariS Jenderal Oewan Perwakilan Kakyat Republik Indonesia

POKOK-POKOK PEMBAHASAN:
1. Disepakati bahwa akan dibuat Sistem informasi Penyusunan Peraturan Sekjen.
2. Sistem informasi yang dibuat adalah untuk tahapan penyusunan Program Peraturan 

Sekjen.
3. Bahwa dalam pembuatan sistem informasi perlu bekerjasama dengan Btdang Data dan 

Teknologi Informasi.
4 Disepakati untuk mengagendakan rapat dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi 

pada bulan Juii.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut FGD akan dibuat time frame kegiatan pembuatan sistem 

informasi

6. Rapat ditutcp pukul 12.00 WIB

Jakarta, 25 Junl 2018
Kasubbag Perumusan Produk Hukum

Nadva Sudanti Kharisa. S.H.
198211172005022001
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Panduan Kerangka Acuan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Pengajuan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI disertai dengan 

kerangka acuan dan/atau naskah kebijakan yang paling sedikit memuat:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan pengaturan;

3. dasar hukum;

4. materi yang akan diatur; dan

5. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

1. Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan 
Sekretaris Jenderal DPR RI akan dibentuk. Pemikiran tersebut mengarah 
kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna 
mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan 
Sekretaris Jenderal DPR RI.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan 
hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah 
bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Peraturan Perundang- 
undangan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 
Sekretariat Jenderal dan Badan dan Keahlian DPR RI, Landasan sosiologis 
sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan 
kebutuhan Sekretariat Jenderal dan Badan dan Keahlian DPR RI.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan 
hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 
hukum dan rasa keadilan.

2. Maksud dan Tujuan Pengaturan
Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, 

dan arah pengaturan.
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3. Dasar Hukum

Dasar hukum memuat:

a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

4. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dikelompokkan ke dalam:

a. ketentuan umum;

b. materi pokok yang diatur;

d. ketentuan peralihan [jika diperlukan); dan

e. ketentuan penutup.

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan 
kesamaan materi yang bersanglcutan dan jika terdapat materi muatan yang 
diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan 
yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

5. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Peraturan penjndang-undangan lain 3'ang memiliki keterkaitan dengan 
materi yang akan diatur dalam Peraturan Selcrctaris Jenderal yang akan dibuat.
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Prototipe Tampilan Sistem

JuduiUsylanPerse^iieii

Unggali i(ef3iigi(a Acoan Rancangan Pefsekjed
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St-KKt: lARlAF JENDfcRAi.
::r;Vv. !w n i<v»akilan k.u\'

t'AiZ'AR KEAhUAN 
tn.EL‘K INDONESUa

'>■ /

. Ktpjl.i liid.ituj D.U.j d.ui U'Unulogi Intcunvisi i:.p Koordinotot Bid»ng Data dan Aplikasi;
Kypala Subdacjian Porutmisan Produk Hukum: 

i Kcpala Subbagum Fertimbangan dan Advokasi Hukum;
■\. Kopab Subbagian Ookumentasi dan Infoimasi Hukum; dan 
5. Para Analis Hukum, Bagian Hukum.

JAKARTA

rjennau hormat. bcrsaim mi disampaifc*n t»»wd datem rangka peningkaten 
peiakvanaan tugas dan fungsi Bagbn Hukum bcrbasis apitkasi, maka kam. inengundang 
RapaWlbu unhA menghadm rapal yang akan di'r'enggarakan pada:

han/Tarvggal
Pukul
Tempal

Acara

Scbsd, lOiuii iio;?
09.00 Wib - Seiesn 
Ruang R.Apat Bagian Hukum 
Lantai U. '^ed. >*krotaii2! lenderal D-R-Rl 
Diskusi •'bn T”ORC.:i'' masukan 'fikad d»gital>sasi dukursgsn 
p^rumusan prMu> nuKum dan peitimbangan hukum di 
Lingkungan Sebeiarbt Jendera. dan Badan Keahfian DPR FU

Monqincat pentinonya acara tersebut maka kam. mohon kehadiran bapaW.bi. sekalian 
oada acara dmuiksud. Demikian untuk men}ad> nvakbm. atas peibaian dan tehadiran
- . .______I..- t-T.c.'hSsudara kami ucapkan terki» kas*.

KEPAIA BAGIAN HUKUM,

- I

Bird f4ukym:dqn Pcnaaduan!MaSf#»ak8t

ARINI WUAYAffaSH. HH ^ 
NIP. lT710518i99S032010

■I- • ^
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LAPORAN SiNGKA'

A^■; SiSTEM iNFORMASi PENYUSUiNAN PROGRAM 
■ HAi Of WAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

• cars

Hadif

■; ; ;■ Pc-nraduan Masyarakot

r-crriL'ana-ar, Pfemhuaian Sisiem inforniasi Penyusunan Program Peraturan 
iv^^e•lorl'. itnderai Dewan Perwakiian Rakyat Repubisk Indonesia

- Kasub Perumusan ProdukHukum

• Kasub Pertimbangan dan Advokasi Hukum

- Kasub Dokumentasi dan (nformasi Hukum

- AnaUs Hukum

- Pranara Komputer Madya

- Pranata KcmputerMuda

- StafBagian Hukum

POKOK-POKOK PEM0AHASAN:

1. Dssepakati barwa sebagai bagian dtgkalisasi dukungan perumussn produk hukum Jain 

pertimbangan hukum akan dibuat menu baru pada portaLdpKgo.id .

2. Menu banj yang dibuat pada portai.dpr.go.id adalah menu pengusulan Peraturan 

Sekjen dan Template Surat Keputusan.

3. Berkas-berkas yang akan disimpaa dalam database menu Pengusulan Peraturan Sek]en 

adalahr

a. Judui;

■ b. NotaOinas;

. c. : Keranigka Acuan;dan j, / s . ' .

d Draft
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\ BA.H'XN
i,V;.;f Br['’JBLlK IKOOB^rS

NO'~ DINAS

nK :••' : 15S. VI!; 201S

:"j cads pc'a’dnr qo'

D3;ar;, rir.3k2 ir.,indas!8-:uli hasil rapaltanggal lOJufi aoiSdengan Bidano 
Data dan Teknclogi informasi. Kami mohon bantuan Saudara untuk membuat sub 
menu pada porta! dpr.50.id agar unit-unit ksrja di Engkungan Sekrelariat Jendera! dan 
Badan Keahlian OPR Ri mengunggah usulan Peisekjen DPR Rt sebagai bagian dari 
program d^iiafeasi dukongan pewmusan produk hukum dan pertimbangan hukum di

rmgkungan Sekretarial Jender^ dai Badan KeahSan OPR Rl._,
Alas psrhaSar. dan kerjasama Saudara. Kami mengucapkan terima kasih.

Kepaia Bagian Hukum

Ann^Wtiggani SH. MH f, 
W 197105181^8032010
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SEKi:?F.TARtAT JENDERAL DAN BA.DAN KEAHLIAN 
-VV - f PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

r-.:oc

... .r

Kepafa S’jJ’bagian Pert-rnusa^ Praduk Hukun-.:
Kt-pala Swbbagian Pti i;fi'barig?.r' dar. Ad'.-ekasi Hukum:
Kepsla Subbagian Dokumentasi dan Iniomasi Hukunr 
Faiiza Emra, S T.. M.St. {Pranala Komputer Madya)r 
Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. (Pranata Komputer Muda); dan 
Para Analts Hukum, Bagian Hukum.

JAKARTA

Dengar. >K>rmai, bersacna ini disanipaikan bahwa datam rangka peningkatan 
peiaksanaan tugas dan fungsi Bagtan Hukum berbasts apiikasi, maka kami mengundang 
BapafoTbu ontuk inenobadiri lapal yang akan diseienggarakan pada:

Han.'Tangooi
Pukul
Temf'St

Acare

Kamis, 23 Agus'us
10.00 WIB - Setesai
Puaaj Rapat Sagian Hukum
Lantai H, Ged. Sekretarial Jenderai OPR R1
Koordinasi lerkait pembuatan submenu pada portal.dpr.go.id
sebagai bagian dari program digitaiisasi dukungan perumusan
produk hukum dan perJmbangan hukum di lingkungan
S^kretariat Jenderal dan Eadan Kuahlian CPR RI

hiengingat pentingnya acara tersebul maka Kami mobon kehadtran bapak/ibu sekab'an 
pada acara dimaksud. Demiklan unluk menjadi makl im, atas perhaiian dan kehad'ren 
Saudara kami ucop,<^n te-ima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tembiisan
- Kepaia Biro Hukum dan Pengaduan Ma^airakat

/".fr '

ARINI WSAVANn. SH. WH/Ta 
Niexf971051819980320i0
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Skenario Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja 
Tentang

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl

Prioritas Tahun 2019

Assalamu alaikurn warrahmatutlahi wa barakatuh
Terima kasih atas kehadiran Bapak/ !bu pada hari ini dalam Rapat di Luar Jam Kerja 

Semoga kita semua dalam Keadaan sehat wai afiat.

Peril) Saya sampaikan bahwa rapat ini dalam rangka koordinasi untuk menyusun 
Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Prioritas Tahun 2019. 
Bahwa sesuai Persekjen Ncmor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 
Pmduk Hukum Setjen dan BK DPR Rl, Pembahasan Program Pembentukan 
Peraturan Sekretaris Jenderal OPR R| dapal melibaikan Pimpinan Tinggi Madya 
dan/atau Ptmpinan Tingg: Pratama dari Unit Pengusul.

Bapak Ibu yang Saya hormat). pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan 
Sekretaris Jendera! DPR R( dtsusun untuk jangka waktu tehentu yang terd^i atas
a, program 5 (lima) tahunan dan
b. program prioritas tahunan.
Program Pembentukan Peraturan Sekretans Jenderal DPR Ri 5 flima) lahunar; yang 
biasa kita sebut oengan Longest cDdasarkan pada usulan dari Pimpinan Unit 
Pef^usuL Kami selaku B.ro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan 

■ masyarakat menerima usulan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R| 
dan Pimpinan Unit Pengusul Pfogram pembentukan Peraturan Sekietaris Jenderal 
DPR Rf 5 {lima) tahunan dnetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR R| 
yang teteh (Hmuiai sejak tahun 2016 untuk kurun waktu hingga tahun 2020 dan telah 
ditetapkan dengan Keputusan Sekjen,

SBlanjtltnya, program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Pn0ritas 
Tahunan dibuat mengacu pada program 5 (l.ma) tahunan. Kami informasikan untuk 
pengajuan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R| disertai dengan 
Iterangka d^^tau naskah kebijakan jrang paling sedikit memuat:

1. tatarbebk^p
V r- ".V '

...v.MBtouddenihJj^n pengaturan;

OmrHuktfl

mmm
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4 Materi yang akan diatur; dan 
5. Keterkaitan clengan Unclang-Undang lain.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Program Prioritas Tahunan tersebut. akan 
dilakukan pembahasan sesuai aturan dalam Peraluran Sekretaris Jendera! DPR Rl 
Nomor 20 Tahun 2017 lenlang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen dan 
BK DPR Rl yang dtkoordinaslkan oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sesuai 

penugasan dari Sekretaris Jenderal metalui Deputi Administrasi

Pembahasan nantinya akan melibatkan Unit Pengusul dan Unit Kerja yang terkait. 
Rancangan akhir hasil pembahasan kemudian ditetapkan dan disosialisasikan oleh 
Unit Pengusul,

Bapak dan Ibu yang kami hormali. untuk pengajuan usul Peraturan Sekjen DPR Rl 
untuk Prioritas Tahun 2019 disampaikan melalul menu Usutan Persekjen yang 
terdapat pada portal Petunjuk pengisian adalah dengan membuka porta!. Kemudian. 
klik Usulan Peraturan Sekjen pada kolom menu di sebeiah kanan atas, Selanjutnya, 
kltk 'Tambah Usulan" Usulan yang diunggah terdiri dari Judul Usulan Persekjen. nota 
dinas dari Unit Pengusul ditujukan kepada Sekretaris Jenderal, dan kerangka acuan. 
Kerangka acuan paling sedikit memuat;

a. iatar belakang;
b. maksud dan tujuan pengaturan:

c. dasar hukum;
d. materi yang akan diatur; dan

e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain

Konsep rancaiighn peraturan juga dapat diunggah apabila Unit Pengusul sudah siap.

(Pimpinan rapat mempersilahkan anggota rapat memberikan langgapan.)

Pimpinan rapatmeriutiip.rapat.

Wassalamualaikum wrt

_____
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v’\c. K vVAK! L.AN RAKYA'V RtPUBLi'r'v INDCMESIA

NOTA DiNAS

1, i" ^ ^ rvtPALA PUS.AT KAJIAN ANGGARAN '
KrPALA BIRO HIJKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT 
PcKSlAFAN USUtAK RAPERSEKJEN PRlORfTAS TAHUN 2019 
30 AG'JSTUS 2C15

Dc'.vs c'a:srn 'a:;c:-:s p5/er,car.33n penyusunaa Program Fembemukan Peraturan 
v;;:-;ris ..£rdsral Davrar, Pvr/.a'Mlar, Rakys’ Pap'jPY, ‘.'rjor-.ssia Priori'.as Tahu'i 20'S. mchon 

Sauc'c’c ciapa; n-srripersapkan daftar osuiar. Rap~r»ekien yang akaa menjadi Prioritas 
Tanun 2019. Usulan tersebul dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekreiaris Jenderal 
Dsivan Pei"wakiian Rakya? RepuWik indonesia Tahur, 2016-^20 (Long-Lisf) sebagatmana 
:edampif.

Usulan dimaKsud agar dibuat dengan disertai kerangka acuan dan/atau naskah kebijakan 
yang paling sedikil memuat:
a. latarbelakang;

b. maksud dan (ujuan pwgaturan;

c. dasar hukum;

d. maten yang akan diatun d»
e. keterkaitan dengan p#.turOT. pemnd^g-^nda^w yang iak . :

Demikfan alas pediat^nya dan'ker^^^ya. kami terima kasih.

KEPAIA BIRO HUKUMDAN
PEKGADUAN MASYARAKAT;

NP. 19610725198
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3cKR[-:“Ar;iAr JEMDERAL DAN BADAN KEAHLiAN 
OEVvAN PERWAKIlAN RAKYAT REPUBLiK INDONESIA

KEFAOA
DARI
HAL
TARGGAL

NOTA DiNAS

rs

YTrt iNSFEKTUR UTAMA
KEPALA BiRO HOKUM DAN FENGADUAN fAASYARAKAT 
PERSIAFAN USUUN RAFERSEKJEN PRiORiTASTAHUN 2019 
30 AGUSTUS 201?

Bahwa dalam rar.gks perencanaai penyusunan Pfooram Fembentukan Perasuran 
Sekrelaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyai Repubiik Indonesia Priorilas Tahun 2019, mohcn 
kiranya Bapak dapat mempersiapkan dattar usulan Rapersekjen yang akan menjadi Prioritas 
Tahun 2019. Usulan tersebut dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Repubrik Indonesia Tahun 2016-2020 {Long-Lisf) sebagaimana 

tertampir.
Usulai dimaksud agar dibuat dengan cfisertai kerangka acuan dan/alau naskah keb^akan 

yang paling sedikit memuat

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan pengahiran;

c. dasar hukum;
d. materi yang akan diatur; dan
e. kelerkaitai dengan peraturan perundatig-undangan yang lam.

Demikian alas psrhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAM

ir
v.> - • I'/. -V

ffn ft-
’ ... J.*- -X < l>
J . '-II' I1-;, 1 '•

>5 vj »<» ’ 1 j i.< y , ^

' .'‘'Srf t-7 a
.• W,r7}\ !«' V ' I -i /

PENGADUAN MASYARAKAT.

JULIASIH.Sil..M.Hi 
NIP. 196107251988032001
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^EKKETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
F.WAN PERWAKILAN RAKNAT REPUBLiK INDONESIA

NOT A DINAS
NC

KEPADA
DARI
HAL
TANGGAL

KE°ALA FUSAT DATA DAN (NPORMAS!
KEPALASiRO HUKUM DAN PcNGAOUAN MASYARARAT 
PERSIAPAN USULAN RAPERSEKJEN PRlORtTAS TAHUN 2019 
30 AGJSTUS 2C1S

BaOwa daiaTi •angka perencanaan peayusunan Program Pemtenlukan Peratjran 
Sekreiaris jenderai Dewan Pewakiian Rakyat Republ.k Indonesia Pnarilas Tahun 2019. mohon 
Saudara dapai rnempersi^kan daflar usulan Rapetsekjw yang akan menjad! Prioritas Tahun 
2019. Usulan tersebul dapal mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenderai Dewan 
Perwakitan Rakyat RepubSk Indonesia Tahun 2016-2020 (Lor^-i-isO sebagaimana teriampir,

Usulan dimaksud agar (itbual dengan (fiserta kerangka acasr daiv'alau naskah kebiiakan 

yang paling sedikil memual;

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan pengaturan;

c. dasv hukum;
d. materi yang akan diatur dan
e. kelateian dengan p^raturan perundang-uiidangan yaig !sn.

Demiklan atas pertiatiannya dan ketjasamanya. karr» ucapkan tenma k^sih.

1

V r. w y ‘S AK ! T, \ • \r4yh ^ tfv w' i> rv
I f-^ w4mT ‘ f>-.ilf-5v t -

KEPAU BIRO HUKUM DAH 
FENGADW^ MASYARAKAT.

JUUASIR S.H., M.R/ 
NtP. 19610725138303^001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

i.r-; ,f\i7'£pal • ,-ATcr,j3POTO = res *02ro
• L Lf-’- •/.e'■ :-'l9 72 , C-T’S-t2;< .VSoS'c w.-.\v cJpt 55 i3

KEPADA
DARI
HAL
TANGGAL

NOTA DINAS 
NO:

KEP^LA PUSAT PENDIDIKAN DAN PElATIHAN 
KEPALA BIRO HOKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT 
PERStAPAN USULAN RAPERSEKJEN PRIORITAS TAHUN 2019 
30 AGUSTUS 201s

Bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Program Pembentukan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Ds^-an Pens-akilan Rakyat Republik Indone^ Pro-'-tas Tahua 2019. mohon 
kiranya Saudara dapat mempersiapkan daftar usular. Rapersekjen yang akan manisdi Priorilas 
Tahun 2019, Usulan tersebut dapal mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenderal 
Dewan PerwaV'lan Rakyat Pepub;:k Indonesia Tahun 2013-2020 (Long-Usf) sebagaimana 
lertampir.

Usulan dimaksud agar dibua! cengan dtserta kerangka acuan dan^atau naskah keb^akan 

yang paling sedikit msmual: ^ .
2. latar belakarvg; , ' .
b. mateud dan tujuan pengat jran;

c. dasar bukum;

d. materi yang akan rSatur, dan
e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undarga-. yang lain,

Oemikian atas pertiatiannya dan kerjasamanya. kami ucapkanierima kasih.

>'•,;V* KEPALA BiRO HUKUM DAN 
PENGADUAN MASYARAKAT,

JUUASiH. S.H..
NIP.196107251988032C01
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= EKP£- i Av'i K h A L./■' ’
iu'\/. Pi iP i Ik:Upl'K

X

NO:A D:NA

KEPADA
DARI
HAL
TANGGAL

K£?A'-A E;RC yilREJtCAK-'AN DAN KE'JANGAN 
KEPALA EiRC HoKDLI GA!» FESGADUAN MASYARAKAT 
PERSIA?AN USULAN RAFERSEKJEM PRiGRiTAS TAHUN 2019 
3D AG'JSTUG 20‘S'

y j y

Bah-.vs daiax 'sngVa pa'jOS'jr.ai Frogman'. PemMn’.uxar; rero-.ara'

Sekretaris Jenderal Dev/ar-- Ferwakilan Rak/s; Pecutl.k indsnesia Fricrilas Tah'jn 20(9, !Tio.;D.-. 
kiranya Saudara dapa* mempersiapkai dsnar 'jsuian Rapefsekjen yang akan menjsdi Prioiilas 
Tahun 2019. Usulan tersebut dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekreiari Jendera! 
Dewan Perwakilan Rak^'at Republik (/.do-nasia Ta^un 2016-2020 (Long-Usi) sebagaimana 

leriaripir.
Usulan dimaksud agar dibual dengai disanai ksran^a acuan dan/atau naskah kebijakan 

yang paling sedMt msmual: 
alatarbelakang;
b. maksuddantujuanpengaturan;

c, da^rhukum; 
dmal^.ysng akan diatur; dan
e ftengan pgatoan peiundsig-undangan yang

Demikian atas pertiatiannya dan kenasarranva, Kami ucapkan tedma kasSi.

KEPAU BIRO HUKim DAN 
iMASYARAKATv

JUtTASIH.SH.«M.H»
NIP. 196107251988032001 ,

. jv
‘ ^ Airi

' J 
; I

1.
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S1.r. T A Ri A’;' JENDERAL D A i'v E AD AN ivi'ArsLiAN 
•eVv-N PKRVVAKILANj RAKVAT REPUBUK iNPONt-SA

NOT.A DINAS

rviJv'iv.vjO':
i< 'AT

V.ami sarnp^ -.S" ha--^o-
• Bah'.va dalam P.-^arar-; P^Tb^i'iu-.a:; ^craL-rai Sc-.'ria-.s jenda;al Dewa*^ ?e-v.a'vi‘a-. Ra'sya'. Rep'Jl'.is 

ir-donesia Pnchtas Tanu,- :0'A yana '£-:ah d3:am Kapw?js3f! Jsnjera; Dewan
?e[\vaki;an Rakyat RepueUs IndcassiaW 241/SE!C;EN-20l8te^.3pa{ Raper&ekjen yang belum 
draft. Mohon kiranya Saudara dapat menjeiaska'i perksfriangan draft Rapefsekjer. berikut: 
a. Pembaha.i atas Perasuran Sekreiaris JenderaJ Dewan PenAak^An Rakyat Republik Iridcnssia Nomor 10 

Tahun 2017 teniang Siarsdar Xompejsna Jabatan di .Urtgkimgan Sekrelsriat Jenderal dan Badan 
Keahtian Dewan.'^rwateii RaJcyatRepobSi-Jndbnesia: ' . '

t: ,Peftin}uk Teknis cJan Petunjuk Pelateanaan Jabaian Fuf'gsionalPeris^ahLe^fabft d^

'2. Ba*jwa daJam rangka perencanaan psnyiisunan . .
' ::DCT^'.Per#akten R^yai RepubS (ndonesa Priontas Tc^^.,2519. nabcn kiranya Saudara ^afai, 

n»rnpefsiaj*an daftar usitan Rapersekien yang ^an menjadi Pwfftas Tahun 2019. Usi.^ Racefsek;«n. :
: mengaco pada Prcgran Pembeoluteo Sebe^' Jenderal;Oewan' ?ew^

•• Tahun 2016-20.20 (Iwjg^ seb^amana-fedampr. Usuianiimaks-jd agar difc-ai
•.;kerangka acuan datvatau kebnakanya.^ p^ng s^Vmsmuat.' ,
:V'Aif^Jj^ang: ' ' A-7pA

.' - -A Pa'•■'.-'■'AAA. AAaA^AAAAA; A-; ';^A^;A:.: ' :^A'- ^::•AvlA®^KS,^

iCwJkAH
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Bukti Tahapan Kegiatan 

Implementasi
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SEKRETARiAi JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAi-J 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI

''Lr' LC-7'V- StErlOTC JAK'-RTA KODF POS 10270
~ELP >07-J' -7If- r-.y "75~'? . =7i«^05=, wEBSi^F -ic >•'

■'Jon'C lO^/ Ht , ’Hu'

i. ‘d'J&J i S 50tr..'

Jsj'af1 Pr:-g'ar Ps-raij's' 
Sc-Krc‘6r;S Jtrtder3l DPP P' 
'Oorisi Tdh.ir

.akarla, 16 September 2015

•■'111. "iiia Pejai' S' p "i; 
BeCiar Keehlidl' .JrR FJ

-ii L‘''G}'!jnq3'i Sel.re/ans! Jenderaicla:i

Bc'sama ir; Kami tef>ianu;<3n oengan -iormai catiwa claiam rargka 
psnyusuoan Program Fembentukan Peraturan Sekrelaris Jencleral Dewan 
Penvakilan Rakya! Republik Indonesia Frioritas Tsbun 2019, diharapkar 
kepada para PeiaLa: Pimp nan Tinggi untuk membiiat daftar usnlan Program 
Peraturan ieKrelans jenderai Oev;an Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
yang akan •Vicnjiidi Prioritas "ahun 2019. Usglar dimaksud agar dilenckapi 
serangka aciian dan/atau naskah kebijakan yang paling sedtkil memuat 
3. laiar beiakang, 
t mai'Siicl dan lu.i^an penga’.jiai.
: ds5?rnul'UT
n maion yang aka*.: aiir dar
e keterkaitHf denrinn nfH'u'an perundang-undangan yang lain.

ilsulan Pfogrnni pcrrb-enujkan Peraiuran Sekrelaris Jenderal dan 
ar‘rnrar;r>v;i ‘!;sam-*a 7a'' ma'aliii meri'i Pengusulaii Peraturan Sekrelaris 
jcioera! L'ewp.n l-efft-nkitan Pa'riya: Reoubiik Indonesia pada poiiaidnr.go.ici 
uaiiiig 'anibai »:> cek'lcmbe- _015

Ata? kf-rinsamr. Bnoak/ibu kami ucapkan terima kasih.

r'.tP.ALA BIRO rUKUfv' DAN

Juhasih S.H..M.H
251988032001
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Bukti Tahapan Kegiatan 

Evaluasi
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Database Daftar usulan yang sudah diterima
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Contoh Kerangka Acuan dart unit pengusul yang diterima melaiui aplikasi:

KERANGKA ACUAN 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 
UNTUK MENJADI ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA

A. Latar Belakang
Ketentuan Pasal 16 ay at (1) dan (2) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat 
Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ketentuan 
romawi IX huruf C Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur bahv/a Analis APBN 
dapat diangkat dari jabatan lain. Untuk melaksanakan ketentuan 
dimaksud maka diperlukan aturan teknis peiaksanaannya melaiui 
penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pengangkatan dari Jabatan Lain untuk menjadi Analis Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara. Kebutuhan inilah yang mendasari 
dibutuhkanya penetapan persekjen ini dan juga bagian dari 
pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) Permenpan 29 Tahun 2014 yang 
mendelegasikan pengaturannya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal 
DPR RI.

B. Maksud dan Tujuan Pengaturan
Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengisi formasi 
Analis APBN yang berasal dari jabatan lain dari dan di luar lingkup 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke dalam Jabatan 
Fungsional Analis APBN

C. Dasar Hukum
Dasar hukum peraturan ini adalah sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara

2. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan 
Sekretariat JendraJ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

D. Materi Yang Akan Diatur
Materi yang akan diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut;
1. Persyaratan pengangkatan dari jabatan lain
2. Tata cara pengusulan pengangkatan jabatan analis APBN dari 

jabatan lain
3. Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional analis apbn

E. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
Peraturan ini berkaitan dengan beberapa peraturan perundang- 

undangan lainnya, antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dev/an Perwakilan Rak}’at Republik 
Indonesia

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia

77



Nota Dinas Permintaan Penyempurnaan Sistem

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN Ki: AK! :/ 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK IN'.a: i

JLN. JENDE^AI GATOr 5UBROTO 
TELP. {021) 5715 f AX (021; 5/15-l^rj /£;/'/;i

NOTA DINAS
NO: Hfc.ot / 21H / };< 2 ^i'i

KEpAOA : KEPALA BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASi 
DARI_ : : KEPAU SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN AOVOKASIHUKUM 

; PERMINTAAN AKSES MENU USULAN PERSEKJEN PADA PORTAL 
TTANGGA^^t;:^ September 2018

menu Usulan Peraturan Sekrelaris Jenderal Dev/an Pef .v3/:;an 
portsLdpr.go.id, Kami mohon banluan Ibu agar Bsgian H j'r.trc, 

BCS8arag»d3|^in»ncetak daftaf usulan Pfugram Peraturan Sekrelaris Jer.dera; yang 
rnengin^at; Bagian Hukum tidak dapat mencetak dafiar /sr.g

. ... ..

kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

KEPALA SUBBAGIAN PERTIMBANGAN 
DANADVOKASI HUKUM,

r(

H0S

ivv'
^rj'fesr g-ja ^

■Eml Husnlvafi. S.H.. M.H.
NiP. 19810T052005022002
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BA DAN KEAl-'f 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUEUK

JIN JF-Nfjf-'-A; ‘ ir-'f.u-; -■' .■
TELP (021) S715 V.'-f AX 1-

NOTA DINAS
' . N0: Ht oi / 23V / 1/ 2 •■•'•

KEPAOA : KEPALA BIDANG DATA DAN TEKNOLOGi INFORMASi 
: { . OARI : KEPALA SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN ADVOKASi HUK:.f('

NAL PERMINTAAN AKSES MENU USULAN PERSEKJEN PADA ?C?< ;Al
•. r-'kr.'C-V

K

,:; V,', TANGGAL : 27 September 2018

menu Usulan Peraturan SeKretans Jen'jc.-ai D*:.vsr Pe'/v;iV hr'- 
pada portal.dpr.go.id, kami motion banluan Ibu aga: h

mencetak daftar usulan Program Peraturan Sekretaris Jer.dtr-a' ;b'-g 
datam m^ingat Bagian Hukum tidak dapat mencetak debar /grig

' I Demikian .alas perhatian dan keqasamanya. kami ucapkan terima kas.n

KEPALA SUBBAGIAN PERT1MBANGA?« 
DAN ADVOKASI HUKUM,

'' *“•' \r-- V ' •

'':'-c .r aV- :-v. :.!Eml Husnivati. S.H.. M.K

' 1,98ioio5aoMj2oc2
*£??»■»
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